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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 33/KEP/B4/2023
TENTANG

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 10
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan
Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional tentang Daftar Program Penyusunan Peraturan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Tahun 2023;

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
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Menetapkan

KESATU

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

4. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan
Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1490);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG DAFTAR
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
TAHUN 2023.

Menetapkan Daftar Program Penyusunan Peraturan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun
2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Daftar Program Penyusunan Peraturan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun
2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
ditetapkan sebagai acuan dalam penyusunan Peraturan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemrakarsa menetapkan jadwal pembahasan Peraturan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
dan melaporkan perkembangan realisasi penyusunan
Peraturan Badan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU secara berkala kepada Biro Hukum, Organisasi,

dan Tata Laksana.

Penyusunan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional yang akan dilaksanakan oleh
pemrakarsa harus berdasarkan pada Peraturan Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan
Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana melakukan
fasilitasi dan evaluasi perkembangan penyusunan Peraturan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

dari pemrakarsa untuk disampaikan kepada Kepala Badan.

Apabila pemrakarsa akan melakukan penyusunan
Peraturan Badan di luar dari Daftar Program Penyusunan
Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Tahun 2023 pada tahun berjalan berdasarkan
Keputusan Kepala ini, maka pemrakarsa harus
mendapatkan izin prakarsa dari Kepala Badan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan



KETUJUH

Pimpinan  Tinggi Madya di Lingkungan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Februari 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

HASTO WARDOYO



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 33/KEP/B4/2023

TENTANG

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TAHUN 2023

NO.

JUDUL USULAN RANCANGAN PERATURAN BADAN

PEMRAKARSA

PEDOMAN TEKNIS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

INSPEKTORAT WILAYAH III

PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA
PENGHARGAAN BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA,
KEPENDUDUKAN, DAN KELUARGA BERENCANA

PEDOMAN PENYUSUNAN NASKAH KERJA SAMA DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

DIREKTORAT ADVOKASI
DAN HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA

REVISI PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI BAGI PASANGAN USIA SUBUR DALAM
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA

DIREKTORAT BINA AKSES
PELAYANAN KB

KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS

DIREKTORAT ANALISIS
DAMPAK KEPENDUDUKAN

MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BIRO KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN BMN

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN
ANGGARAN 2024

BIRO PERENCANAAN

SATU DATA PEMBANGUNAN KELUARGA

DIREKTORAT PELAPORAN
DAN STATISTIK

REVISI PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR
206/PER/B2/2011 TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

10.

REVISI PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

BIRO SUMBER DAYA
MANUSIA




NO.

JUDUL USULAN RANCANGAN PERATURAN BADAN

PEMRAKARSA

11.

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN
FUNGSIONAL BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

12.

REVISI PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 31 TAHUN
2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

13.

REVISI PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 7 TAHUN
2019 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI
LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

14.

REVISI PERATURAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 19 TAHUN
2020 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2020-2024

BIRO HUKUM, ORGANISASI,
DAN TATA LAKSANA

15.

BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN
TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELAURGA BERENCANA NASIONAL

PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA

16.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

17.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH KELUARGA BERENCANA

DIREKTORAT BINA
PENGGERAKAN LINI
LAPANGAN

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

>\ DK 2
LA X




